
BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Waibao Kecamatan 

Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, maka kesimpulan dalam penelitian ini 

berdasarkan beberapa aspek adalah sebagai berikut : 

1.1.1 Aspek Transparansi  

Transparansi adalah salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya 

penyelenggaraan pengelolaan BUMDes Bao Baran. Aspek transparansi dapat 

mempengaruhi pengelolaan BUMDes Bao Baran karena  dalam pengelolaan 

BUMDes Bao Baran adanya kemudahan akses informasi tentang perkembangan 

BUMDes Bao Baran karena adanya link atau situs yang digunakan dalam 

memberikan informasi-informasi ataupun kegiatan-kegiatan serta pengelolaan 

penggunaan dana yang dilakukan oleh BUMDes Bao Baran yakni 

https://waibaodesa.id>BUMDes-DesaWaibao akan tetapi hanya berlangsung dari 

tahun 2017-2020 dan laporan perkembangan keuangan BUMDes secara terbuka 

pada masyarakat tiap akhir tahun juga mempengaruhi pengelolaan BUMDes 

karena dari tahun 2017-2020 adanya pelaporan perkembangan keuangan akan 

tetapi sejak 2021 tidak adanya pelaporan keuangan BUMDes Bao Baran pada 

akhir tahun 

.  



1.1.2 Aspek Kepemimpinan  

 Aspek kepemimpinan dapat mempengaruhi pengelolaan Badan Usaha 

Milik Desa Bao Baran Desa Waibao karena dilihat dari memberikan contoh dan 

teladan dalam bekerja berupa sanksi dan penghargaan atas hasil kerja belum baik 

karena badan pengurus BUMDes Bao Baran belum memberikan contoh dan 

teladan yang baik karena mulai tidak adanya keterbukaan pengelolaan BUMDes. 

Sedangkan visi-misi program BUMDes dapat direalisasikan oleh 

pengurusansudah cukup dijalankan dengan baik yakni dengan mengandalkan 

potensi alam yang ada di desa Waibao, dan adanya pemimpin/ kepala desa yang 

mensuport dana desa untuk modal awal dan kelancaran BUMDes Bao Baran 

yakni pada tahun 2017 sebesar Rp. 60.000.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 

300.000.000.  

6.1.3  Aspek Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Dimiliki  

 Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh seseorang juga 

dapatmempengaruhi dalam pengelolaan BUMDes. Sebagai seorang badan 

pengurus dalam suatu lembaga harus memiliki sumber daya manusia yang baik 

dalam mengurus pengelolaan BUMDes. Badan pengurus BUMDes di Desa 

Waibao memiliki sumber daya manusia belum terlalu mapan hal dikarenakan 

masyarakat desa memiliki keterbatasan dalam hal ini pendidikan, pengalamaan, 

serta keahlian yang dimiliki.  

 

 

 



6.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dirangkumkan mengenai Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 

Desa Waibao Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, yang telah 

diuraikan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi pengurus BUMDes Bao Baran untuk lebih transparansi dalam 

pengembangan pengelolaan keuangan BUMDes Bao Baran sehingga 

semua masyarakat Desa Waibao dapat mengetahui dengan jelas 

pengelolaan keuangan BUMDes Bao Baran. hal ini harus dilakukan 

sehingga adanya keterbukaan antara badan pengurus dengan masyarakat 

Desa Waibao.  

2. Perlu adanya Pelatihan pembuatan laporan keuangan pengelolaan 

BUMDes kepada Badan Pengurus BUMDes Bao Baran.  

3. Pemerintah Desa Waibao diharapkan dapat memberikan perhatian pada 

BUMDes Bao Baran agar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Waibao 

dapat dijalankan dengan baik atau terealisasikan sesuai dengan visi dan 

misi BUMDes Bao Baran. 

4. Perlu adanya edukasi  terkait dengan pengelolaan jenis usaha BUMDes 

Bao Baranbagi badan pengurus Badan Usaha Milik Desa maupun 

masyarakat Desa Waibao sehingga semua hasil potensi alam yang ada di 

Desa Waibao dapat diolah atau digunakan dengan sebaik mungkin dan 

dengan adanya pelatihan pengelolaan BUMDesdapat menambah 

wawasan dan pengetahuan semua masyarakat Desa Waibao.  
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